
 

 
 

BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT  

 

 PERATURAN BUPATI PANGANDARAN  
NOMOR 11 TAHUN 2019 

 
TENTANG  

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP 

DESA DI KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI PANGANDARAN, 

 
Menimbang     : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa 

diperlukan dukungan dana yang bersumber dari Dana Desa 

sebagai salah satu sumber pendapatan desa. 
b. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang 

Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk 
setiap Desa. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a 
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa 

Setiap Desa di Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 
2019. 

 
Mengingat      : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme; 
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara;   

3. Undang-Undang Nomor  1  Tahun  2004 tentang 
Perbendaharaan Negara; 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah; 

6. Undang-Undang  Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang 

Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa 
Barat; 

8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 
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9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa; 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
13. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
2019; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan  

Menteri Dalam Negeri Nomor  21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana 
Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Ketiga Atas  Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang 
Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 

tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 

tentang Pengelolaan Dana Desa; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 
2015 tentang Sumber Pendapatan Desa; 

21. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan 
dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran; 
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22. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019; 
23. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan 

Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2018 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran 
Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di 
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran; 

24. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2018 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019. 

 
 
 

MEMUTUSKAN 
 

Menetapkan   : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN 

PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI 
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN ANGGARAN 2019 

 
 

 

BAB I  
KETENTUAN UMUM  

 
Pasal 1  

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten  Pangandaran; 
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 

daerah otonom; 
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran; 
4. Kabupaten adalah Kabupaten Pangandaran; 

5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan 
nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut 
dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Desa; 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;  

8. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa 

adalah Badan Usaha Milik Desa yang seluruh atau sebagian 
modalnya berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan; 
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9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 

Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk 
mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan 

pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan 
pemberdayaan masyarakat; 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD 
atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang 
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya 

merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan 
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis; 

11. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang 

merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa 
atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan 

kehidupan masyarakat; 
12. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk 

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang 

dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh 
desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan 
prakarsa masyarakat Desa; 

13. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 
dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 

masyarakat desa; 
14. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya 

mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat 

dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, 
perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan 

sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, 
dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhan masyarakat Desa; 

15. Kegiatan Swakelola adalah kegiatan yang dilakukan dengan 
cara memaksimalkan penggunaan material/bahan dari 
wilayah setempat, dilakukan secara gotong royong dengan 

melibatkan partisipasi masyarakat setempat untuk 
memperluas  kesempatan kerja dan pemberdayaan 

masyarakat; 
16. Kegiatan Padat Karya adalah kegiatan pembangunan yang 

lebih banyak menggunakan  tenaga manusia jika 

dibandingkan dengan tenaga mesin; 
17. Program Padat Karya Tunai  adalah upah pekerja yang 

dibayar harian /mingguan secara tunai; 
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah alokasi 

minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa 

secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase 
tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah 
desa secara nasional; 

19. Alokasi Afirmasi yang selanjutnya disingkat AA adalah alokasi 
yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal 

dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk 
miskin tinggi; 

20. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah alokasi 

yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk 
Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat 

kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota; 
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21. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat 
IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan 

geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan 
pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan 
komunikasi; 

22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya 
disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan 

Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan 
Rakyat; 

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya 

disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan 
Pemerintahan Desa; 

24. Rekening Kas Umum Negara  yang selanjutnya disingkat 

RKUN,  adalah rekening tempat penyimpanan uang negara 
yang ditentukan oleh Menteri selaku Bendahara Umum 

Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan 
membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral; 

25. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh 
penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran 

daerah pada bank yang ditetapkan; 
26. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah 

rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang 
menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar 
seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan; 

27. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh 
Pemerintah kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke 

Desa sampai akhir Tahun Anggaran atau Dana Desa yang 
disalurkan oleh Kabupaten / Kota kepada Desa yang tidak 
habis digunakan oleh Desa sampai akhir Tahun Anggaran dan 

menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran 
APBDesa; 

 

BAB II  
TATA CARA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP  DESA 

 

Pasal 2 

 
(1) Bupati menghitung rincian Dana Desa setiap Desa sesuai 

dengan pagu Daerah.   

(2) Rincian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung secara merata dan berkeadilan berdasarkan : 

a. Alokasi Dasar (AD); 
b. Alokasi Afirmasi (AA); dan  
c. Alokasi Formula (AF). 

 
Pasal 3 

 

Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 

huruf a, dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Daerah 
dengan jumlah desa di Kabupaten. 

 

Pasal 4 
 

(1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 
b, diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat 
Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. 
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(2) Besaran Dana Desa berdasarkan Alokasi Afirmasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan 

ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata 
Cara Pengalokasian Dana Desa. 

 

Pasal 5 
 

(1) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(2) huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan 

geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang 
dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan 
pemerintahan di bidang statistik. 

(2) Penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa berdasarkan 
Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 
AF Desa = {(0,10 x Z1) + (0,50 x Z2) + (0,15 x Z3) + (0,25 x Z4)} 
x AF kab. 

Keterangan :  
AF Desa  = Alokasi Formula Setiap Desa  
Z1 =  = Rasio jumlah penduduk setiap setiap Desa 

terhadap total penduduk kabupaten. 
Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa 

terhadap total penduduk miskin kabupaten.  
Z3 = Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas 

wilayah desa kabupaten.  

Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa 
di kabupaten.  

AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten  
(3) Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari 

kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang 
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik. 

 

Pasal 6 
 

Rincian Dana Desa setiap Desa, sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 
 

BAB  III 
MEKANISME PENYALURAN DAN PELAPORAN  

 

Bagian Kesatu 
Penyaluran 

 

Pasal 7 
 

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara 
pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD, selanjutnya 
dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD. 

(2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) 

hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD. 
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(3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai 

berikut: 
a. Tahap I  sebesar 20% (dua puluh persen), paling cepat 

pada bulan Januari  dan paling lambat pada minggu 

ketiga pada bulan Juni tahun 2019; 
b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), paling cepat 

pada bulan Maret dan paling lambat pada minggu 
keempat pada bulan Juni 2019;  

c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen), paling cepat 

pada bulan Juli 2019. 
 

Pasal 8 

 
(1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 

ayat (2) dilakukan setelah Bupati menerima  : 
a. untuk tahap I : Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 

Anggaran 2019. 

b. untuk tahap II : laporan realisasi penyerapan dan capaian 
output Dana Desa Tahun Anggaran 2018. 

c. untuk tahap III : laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II. 

(2) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dan huruf c, dihitung berdasarkan rata-rata persentase 
capaian output dari seluruh kegiatan. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 
sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling 
kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata 
capaian output menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima 

puluh persen). 
(4) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, 
dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, 

sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, 
dan capaian output. 

(5) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada 

ayat (4) belum memenuhi kebutuhan input data, kepala desa 
dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu 

pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga 
terkait. 

 
BAB IV 

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA 

 
Pasal 9 

 

(1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai 
pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan 

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sesuai prioritas 
yang telah ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan 
dari Peraturan Bupati ini.  

(2) Prioritas penggunaan Dana Desa diutamakan untuk 

membiayai pelaksanaan program dan kegiatan yang bersifat 
lintas bidang. 
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(3) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
antara lain bidang kegiatan produk unggulan desa atau 

kawasan perdesaan, BUM Desa atau BUM Desa bersama, 
embung, dan sarana olahraga desa sesuai dengan 
kewenangan desa. 

(4) Pembangunan sarana olahraga desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) merupakan unit usaha yang dikelola oleh BUM 

Desa atau BUM Desa Bersama. 
(5) Prioritas penggunaaan Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa 

kepada masyarakat desa dengan mengumumkannya pada 
ruang publik yang dapat diakses oleh masyarakat desa. 

(6) Pelaksanaan Pembangunan dilaksanakan dengan cara 

Swakelola melalui Program Padat Karya Tunai. 
 

Pasal 10 
 

(1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang 

tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) setelah 
mendapat persetujuan Bupati. 

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa 

mengenai APBDesa. 
 

Pasal 11 

 
(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh 
Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa. 

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa 

diutamakan dilakukan secara swakelola dengan 
menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan 
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari 

masyarakat Desa setempat. 
 

Pasal 12 
 

(1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa. 

(2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas 
penggunaan Dana Desa. 

(3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

 

 
BAB V 

TATA CARA PENGAJUAN DANA DESA 

 
Pasal 13 

 
(1) Pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, dilengkapi dengan 

persyaratan : 
a. Surat Permohonan Pencairan Dana Desa Tahap I Kepada 

Bupati melalui Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Pangandaran; 
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b. Rekomendasi dari Camat, dengan dilampiri ; 
1. Berita Acara Verifikasi Tim Pendamping Kecamatan; 

2. Surat Keputusan Camat tentang Tim Pendamping 
Kecamatan;  

3. Rencana Penggunaan Dana (RPD) Dana Desa sesuai 

APBDes; 
4. untuk kegiatan fisik konstruksi dilampiri foto nol 

persen (di titik 0, 50 dan 100) dan format pemeriksaan 
dokumen proposal teknis dan RAB yang telah diperiksa 
oleh perwakilan masyarakat, pendamping teknik 

infrastruktur dan/atau tenaga profesional. 
c. Fotocopy Rekening Bank atas nama Pemerintah Desa; 
d. Fotocopy KTP Kepala Desa; 

e. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak bermaterai 
cukup; 

f. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2019. 

(2) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan 

pemeriksaan dokumen pencairan Dana Desa. 
(3) Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

melaksanakan rekapitulasi permohonan pencairan Dana Desa 

Tahap I yang selanjutnya diajukan ke Badan Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 

(4) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menyalurkan 
Dana Desa dari RKUD ke RKD. 

(5) Penyaluran Dana Desa Tahap II sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, dilakukan setelah Bupati 
menerima dari Kepala Desa laporan realisasi penyerapan dan 

capaian output Dana Desa Tahun Anggaran 2018. 
(6) Penyaluran Dana Desa Tahap III sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, dilakukan setelah Bupati 

menerima dari Kepala Desa laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa sampai dengan Tahap II. 

(7) Mekanisme pengajuan permohonan penyaluran dan 
pengajuan pencairan Dana Desa Tahap II dan III sebagaimana 
dimaksud ayat (5) dan (6), sama dengan mekanisme 

pengajuan permohonan penyaluran Dana Desa Tahap I 
dengan tanpa dilampiri dengan Peraturan Desa tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 
Anggaran 2019. 

 

BAB VI 
PELAPORAN DANA DESA 

 

Pasal 14 
 

(1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan 
capaian output Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada 

Bupati. 
(2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa Tahun Anggaran 2018 dari Kepala Desa; 

b. laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa 
Tahun Anggaran 2018; 

c. laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018; 
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d. laporan rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 

2019; 
e. laporan triwulan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2019; 

f. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana 
Desa sampai dengan tahap II. 

(3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan 
paling lambat tanggal 7 Februari 2019. 

(4) Laporan konvergensi pencegahan stunting sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat 

tanggal 7 Februari 2019. 
(5) Laporan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan 

laporan rencana penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 

2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf 
d, disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari 2019. 

(6) Laporan triwulan realisasi penyerapan Dana Desa Tahun 
Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, 
disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut : 

a. Triwulan I, paling lambat pada tanggal 7 April 2019; 
b. Triwulan II, paling lambat pada tanggal 7 Juli 2019; 

c. Triwulan III,  paling lambat pada tanggal 7 Oktober 2019; 
d. Triwulan IV, paling lambat pada tanggal 7 Januari 2020. 

(7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa 

sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf f disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni 2019. 

(8) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian output setelah 
batas waktu penyampaian laporan, Kepala Desa dapat 
menyampaikan pemutakhiran capaian output kepada Bupati. 

(9) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 
sampai dengan huruf e, sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

 

BAB VII 
SANKSI 

 
Pasal 15 

 

(1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal : 
a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dan huruf b; 

b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga 
puluh persen) pada akhir Tahun Anggaran 2018; dan/atau 

c. Terdapat rekomendasi dari aparat pengawas fungsional 
daerah. 

(2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap penyaluran Dana 
Desa Tahap I Tahun Anggaran 2019 sebesar Sisa Dana Desa 

Tahun Anggaran 2018. 
(3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 

lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada 

tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan. 
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(4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni Tahun 
2019 sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 masih 

lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana 
Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak 
dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD. 

(5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada 

Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana 
Desa. 

(6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada Tahun 
Anggaran berikutnya. 

(7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, 

disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah 
dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan 

penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa. 
(8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) 

disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala 

KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
sebelum batas waktu tahapan penyaluran Dana Desa. 

 

Pasal 16 
 

(1) Bupati dapat menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda 
dalam hal :  
a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) 

huruf a, telah diterima; 
b. sisa Dana Desa di RKD Tahun Anggaran 2018 kurang dari 

atau sama dengan 30%; dan 
c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah. 

(2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c 
berlangsung sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 
2019, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan 

menjadi Sisa Dana Desa di RKUD. 
(3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA 
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. 

(4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang 

bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda 
penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling 

lambat akhir bulan November Tahun 2019 dan agar 
dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa Tahun 
Anggaran 2020. 

(5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD 
Tahun Anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
(6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran 

sebelum minggu pertama bulan Juni Tahun Anggaran 2019, 
Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana 
Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD 

kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni Tahun 

2019. 
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Pasal 17 
 

(1) Bupati melakukan pengurangan penyaluran Dana Desa dalam 
hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana 
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, 

masih terdapat Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga 
puluh persen). 

(2) Pengurangan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa Tahun 
Anggaran 2020. 

(3) Bupati melaporkan pengurangan penyaluran Dana Desa 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN 
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 

 
BAB VIII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 18 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran. 

 

 
Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 18 Januari 2019 

 
BUPATI PANGANDARAN,  

 
 

           Ttd/cap 

 
H. JEJE WIRADINATA 

 
Diundangkan di Parigi 
pada tanggal 18 Januari 2019  
 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN, 

 
 

Ttd/cap 
 

                 MAHMUD 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2019 NOMOR: 11 

 


